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MUHAMMAD FACHRUL FIRMANSYAH (B11112114). Tinjauan 
Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan 
Oleh Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Studi Kasus No. 144/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS). 
Dibimbing oleh H.M.Said Karim selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak 
pidana jika pelakunya anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi dalam 
proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri 
Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar, 
penulis melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang jaksa, 1 (satu) 
orang hakim dan 1 (satu) orang penyidik kepolisian, serta berupa data 
lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah 
dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian 
tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian 
tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses 
pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses 
penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian 
perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, 
oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Pasal 184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek 
diversi bagi aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversi 
berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, 
sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup 
dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, 
masyarakat, bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul 
tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 
mental maupun sosial.  Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau 
pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak. 
Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
merupakan masa depan bangsa dan negara serta penerus  cita-cita 
bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak 
harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, 
maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan 
demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. 
Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak dan 
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proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak diatur 
dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas 
perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan 
Perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Internasional, juga 
meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang 
diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah dan ditambahkan 
beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap 
anak. 
Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang 
berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m 
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, 
rehabilitasi social, dan pendampingan sosial”. 
Pasal yang ditambahkan salah satunya Pasal 26 ayat (1) yang 
berbunyi:  
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(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
 a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 
 b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan 
    kemampuan, bakat, dan minatnya; 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 
budi pekerti pada Anak. 
 
Selanjutnya bagaimana sistem peradilan pidana pada anak yang 
dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian 
diperbaharui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa 
perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan 
oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan 
Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak.  
Bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam 
sistem peradilan dan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang 
terpadu (“integrated criminal justice system”) dan bisa menjadi 
pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 
Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif 
perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan 
gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan 
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sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku 
atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain 
disebabkan oleh faktor di luar diri anak.  
Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang 
melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memperihatinkan, dapat 
dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan  anak telah 
berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari 
kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak 
media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-
kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana 
anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang 
digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan anak 
(dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, 
tempat-tempat dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak 
pidana yang melibatkan anak. 
Proses pembuktian tindak pidana yang jika dilakukan oleh bukan 
anak (dewasa) sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak. Ada kalanya anak berada dalam status saksi 
dan/atau korban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak apakah dalam praktek 
pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimanakah proses pembuktiannya 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sistem peradilan 
anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat 
masih kurang memahami serta apa kendala yang sering dihadapi oleh 
Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. 
Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya proses pembuktian 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana terurai diatas, hal 
tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik 
pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul  “Tinjauan 
Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan 
oleh Anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 
144/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, 
maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak? 
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui proses pembuktian jika pelakunya anak 
apakah tetap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No.11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam proses 
pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat 















A. Pengertian Anak 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa 
depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan 
anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula 
kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila 
kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 
bangsa. 
Masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang 
kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap 
tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang 
didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi 
anak-anak tapi dewasa. 
Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa 
tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam 
tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum. 
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Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja 
dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di 
telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum 
dan sosiologis menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual 
dalam lingkungan sosial. 
Anak sebagai manusia dalam subjek hukum juga digolongkan 
sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan Perundang-
Undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan 
orang yang belum dewasa, orang yang tidak mampu melakukan 
perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan 
orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan Perundang-
Undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan 
anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajakan 
dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek 
hukum. 
Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum 
(equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak 
sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau 
meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 
bersangkutan. 
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Plurasim pengertian batasan umur anak mengakibatkan sulit untuk 
menentukan usia anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai 
peraturan anak. Pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau 
disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan 
anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem 
sebagai berikut: 
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang 
berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” 
Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung 
jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut 
UUD 1945 ini. 
Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan 
dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang 
berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus 
memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, 
jasmaniah, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak 
atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan 
maupun sesudah ia dilahirkan. 
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Ketentuan UUD 1945 juga telah mengatur kedudukan anak serta 
hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yang tertuang dalam UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IX dan BAB X.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pengertian anak 
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah, yang berarti anak yang dilahirkan diluar daripada 
perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga daripada ibunya. 
Anak dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan 
syarat usia dikatakan anak yaitu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.  
Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, antara lain :  
(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 
anak yang menjadi saksi tindak pidana  
(2)  Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana  
(3)  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
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tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.  
(4)  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.  
Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 
pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena 
secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk 
pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang sebjek hukum 
yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan 
aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 
menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 
pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang 
layak dan masa depan yang baik. 
Hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum 
pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:  
a. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. 
b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan 
hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum 
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keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk 
mensejahterakan anak. 
c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses 
perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana 
yang dilakukan anak itu sendiri. 
d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. 
e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.  
Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum 
berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut 
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si 
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 
pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau 
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka batasan usia anak 
dalam tulisan ini berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, meskipun juga telah ada putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang telah memutus batas usia anak dan telah diakomodir 
ke dalam (termuat) pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak dan pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
Ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap 
anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang 
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sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa 
sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu 
mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau 
pemerintah. Dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya 
dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau 
siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai 
konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut. 
 
B. Pengertian Hukum Acara Pidana 
Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Hukum Pidana 
Formil berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil). 
Mengenai istilah hukum acara pidana, Andi Hamzah (2006) 
mengemukakan sebagai berikut : 
“Istilah “hukum acara pidana“ sudah tepat dibanding dengan istilah 
“hukun proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai 
istilah straf vordering yang jika diterjemahkan akan menjadi tuntutan 
pidana. Bukan istilah strafprocesrecht yang padanannya acara pidana. 
Istilah Inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada istilah Belanda. 
Hanya karena istilah strafvordering sudah memasyarakat, maka tetap 
dipakai.” 
 
Menurut Simons (1992), hukum pidana formil (hukum acara pidana) 
mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan 
haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan Wirjono 
Projodikoro (1976) menyatakan sebagai berikut :  
“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum 
pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan 
yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”    
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Berdasarkan pengertian mengenai hukum acara pidana tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana menetapkan aturan-aturan 
mengenai bagaimana alat-alat negara, yang dalam hal ini adalah aparat 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menegakkan dan menjalankan 
ketentuan hukum pidana materiil. 
Fungsi Hukum Acara Pidana diantaranya dapat disimpulkan 
berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen (1950) yang mengemukakan 
sebagai berikut :  
“Bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal : 
a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya 
ketentuan pidana oleh alat-alat negara, 
b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut ; 
c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat 
ditangkap, jika perlu untuk ditahan ; 
d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah 
diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim ; 
e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti 
tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta 
untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya ; 
f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan 
terhadap putusan yang diambil hakim ; 
g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata 
tertib.” 
 
Berdasarkan hal yang diatur dalam hukum acara pidana diatas, dapat 
disimpulkan bahwa fungsi pokok hukum acara pidana adalah sebagai 
berikut : 
a. Mencari dan menemukan kebenaran. 
b. Pengambilan putusan oleh hakim. 
c. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.   
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Ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan 
kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan 
kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti, dari bahan bukti inilah hakim 
akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang 
kemudian dilaksanakan oleh jaksa. 
Sebagaimana fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana dimana 
ditegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan 
suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan 
diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal 
ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut 
terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu : 
a. Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan 
sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan. 
b. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan. 
Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan 
penyelidikan adalah serangkaian upaya penting dalam mencari kebenaran 
sejati tentang adanya persangkaan dilakukannya tindak pidana yang 
mempunyai arti penting dan berperan pada jalannya pemeriksaan sidang 
pengadilan serta pada gilirannya benar-benar mampu menetapkan, 
mempidana yang bersalah, atau membebaskan yang tidak bersalah, 
bahkan bagi yang merasa dirugikan atas kekurangtelitian dalam 
pemeriksaan pendahuluan, dapat memperoleh ganti rugi serta rehabilitasi 
nama baiknya. 
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Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, bukti-bukti 
suatu perkara pidana yang didapat pada proses penyidikan dan 
penuntutan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan 
dan memperjelas kebenaran materiil yang akhirnya menentukan 
penjatuhan putusan pada perkara pidana tersebut. 
 
C. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral di 
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan 
pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan 
untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu 
perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah 
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-
cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh 
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 
Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan 
berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai 
kebenaran, melaksanakkan, menandakan,more menyaksikan dan 
meyakinkan.  
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Secara konkret, Adami Chazawi (2005) menyatakan bahwa: Dari 
pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya 
kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta. 
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus 
penganalisisan hukum. 
Bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka 
sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas 
kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses 
pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis 
mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap 
perkara  dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah 
bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya 
Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan 
penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa 
Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam 
surat tuntutannya (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya 
dilakukan dalam nota pembelaan (peledooi), dan akan dibahas majelis 
hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya. 
Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana 
telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan 
adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar 
bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa 
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pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu 
alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi: 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
a. keterangan saksi; 
b. ketrangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
 
Disamping itu juga disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh 
dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja 
deengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 249 ayat (1) yang berbunyi: 
"Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim 
mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah 
terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orangorang yang 
didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".  
 
Berdasarkan rumusan Pasal 184 KUHAP tersebut, terlihat bahwa 
pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, 
disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti 
tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup 
untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim 
sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia 
minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa.  
 
2. Teori Pembuktian 
Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa 
haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan 
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keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama 
system pembuktian negatif (negative wettelijk). 
R. Soesilo (1995 : 6-8), mengatakan bahwa ada empat macam 
system atau teori pembuktian, yaitu: 
a. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif 
(positief wettelijke bewijs theorie). 
Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-
alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. 
Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat 
bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim 
menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim 
harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi 
jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang 
maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim 
berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. 
b. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negative 
(negatief wettelijke bewijs theorie). 
Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang 
secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan 
pidana tehadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif 
ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan 
hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Walaupun alat-alat 
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bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan 
terdakwa, maka harus diputus bebas. 
c. Sistem Pembuktian Bebas 
Menurut sistem ini, Undang-Undang tidak menentukan peraturan 
seperti system pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, system ini 
menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan 
tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam Undang-Undang seperti 
system pembuktian menurut Undang-Undang yang positif dan system 
pembuktian menurut Undang-Undang yang negative. 
Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti 
yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim 
mempunyai keleluasaan yang penuh dan bebas menetapkan itu. Adapun 
peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya 
ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya. 
d. Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka 
(conviction intime). 
Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim 
dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak 
terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem “Conviction Intime”, kesalahan 
terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak 
terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat 
terasa nuansa subjektifnya. 
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Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun 
tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang 
tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang 
didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan 
hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori 
berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakian 
hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan 
perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang 
terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau 
penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini 
hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia 
telah melakukan apa yang didakwakan. 
 
3. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP dan Kekuatan Pembuktian 
Alat Bukti. 
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan 
pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil 
(materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu 
perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan 
dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.   
KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. 
Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan: 
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”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 
Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa : 
1 alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
2 hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. 
3 keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. 
 
Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk 
mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk 
menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri 
seseorang, hal ini sebagaimana  ditentukan dalam Undang-undang No.49 
Tahun 2009 tentang peradilan umum Pasal 68 a ayat (1) yang 
menyatakan :  
“Dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara, hakim bertanggung 
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”.  
 
Dan ayat (2) yang menyatakan:  
“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan 
dan dasar hukum yang tepat dan benar”.  
 
Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas,  maka 
dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib 
mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara 
pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai 
alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah 
 23 
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) 
yang menyebutkan :  
Alat bukti yang sah ialah :   
a. keterangan saksi  
b. keterangan ahli   
c. surat  
d. petunjuk  
e. keterangan terdakwa 
Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak 
hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak 
dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar 
kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan 
seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran 
materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. 
Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan 
pengetahuannya itu. 
 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 
Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (4 syarat) : 
1 Diterima sebagai alat bukti sah 
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2 Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak 
sempurna dan tidak mengikat) 
3 Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung 
jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk 
mewujudkan kebenaran hakiki). 
Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat 
dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge atau alat 
bukti lain. 
Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang 
hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk 
kepentingan pemeriksaan. 
 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas 
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau 
menentukan. 
3. Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim. 
 
Nilai Kekuatan Pembuktian Surat 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas 
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau 
menentukan (lain halnya dalam acara perdata) 
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim 
 
 25 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat 
dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun 
pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian 
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni 
melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat 
dan menentukan. 
 Petunjuk hanya diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan 
terdakwa, Keterangan ahli, Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.  
Petunjuk merupakan alat bukti terakhir atau upaya terakhir dalam 
proses pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan 
keempat dari lima jenis alat bukti : 
1. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang 
diperiksa terakhir) 
2. Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir 
3. Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian 
belum terpenuhi 
4. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan 
arif dan bijaksana mempertimbangkannya. 
  Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang cermat, seksama, dan 
berdasarkan hati nurani hakim. 
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D. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). 
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 
pidana. 
Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai 
diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 
2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang 
Sistem Peradilan Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang 
bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin 
perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak 
sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum 
secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang 
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menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif 
dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak 
dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain 
yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat 
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, 
dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, 
dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi 
adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. 
Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak: 
 
1. Definisi Anak. 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan 
anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi 
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belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam 
suatu tindak pidana dalam tiga kategori: 
a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) 
(Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak); dan 
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 
1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan 
kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan 
Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini 
mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau 
bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi 
sistem peradilan pidana. 
 
2. Hak-Hak Anak. 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak 
menyebut secara khusus bahwa pengadilan anak didasarkan atas asas-
asas apa saja, tetapi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang 
berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 
pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan 
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pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan 
pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan”. 
Asas-asas tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 Pasal 2 adalah demi terjaminnya hak-hak anak dalam sistem 
peradilan. 
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai dengan umurnya. 
b. Dipisahkan dari orang dewasa. 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana 
untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa 
mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.
 Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap 
tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di 
pengadilan (Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi 
oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau 
pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan 
tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak 
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pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi 
(Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak). 
d. Melakukan kegiatan rekreasional. 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat 
dan martabatnya. 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang 
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup 
untuk umum. 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya. 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 
dipercaya oleh anak. 
k. Memperoleh advokasi social. 
l. Memperoleh kehidupan pribadi. 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
1) Memperoleh pendidikan; 
2) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
3) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak 
atas: 
a.    Remisi atau pengurangan masa pidana; 
b.    Asimilasi; 
c.    Cuti mengunjungi keluarga; 
d.    Pembebasan bersyarat; 
e.    Cuti menjelang bebas; 
f.     Cuti bersyarat; 
g.    Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak. 
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang 
pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu 
tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun 
(Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan 
Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas. 
a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi 
(Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak): 
1) Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
2) Penyerahan kepada seseorang; 
3) Perawatan di rumah sakit jiwa; 
4) Perawatan di LPKS; 
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5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
7) Perbaikan akibat tindak pidana. 
b.    Sanksi Pidana 
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana 
anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak): 
Pidana Pokok terdiri atas: 
1) Pidana peringatan. 
2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar 
lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. 
3) Pelatihan kerja. 
4) Pembinaan dalam lembaga. 
5) Penjara. 
Pidana Tambahan terdiri dari: 
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
atau 
2) Pemenuhan kewajiban adat. 
Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga 
mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 
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Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan 
untuk: (lihat Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) 
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 
b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau 
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan 
sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 
(enam) bulan. 
 
4. Penahanan Anak. 
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan 
dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga 
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun 
atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas 
telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
 
5. Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi atau Anak Sebagai 
Korban. 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan 
kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan 
keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk 
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan 
apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui 
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perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 
setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara 
tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan 
melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi 
audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak 
harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lainnya. 
 
6. Lembaga-lembaga Anak. 
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja 
yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih 
cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini 
terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3: “Anak Didik 
Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat 
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik 
Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat 
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.” 
Tetapi dalam perkembangannya dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat lembaga-
lembaga bagi anak. 
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Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut 
tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak. 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak 
di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok 
tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) 
















A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggabungan antara penelitian normatif dan 
penelitian hukum empiris, karena disamping mengkaji peraturan 
perundang-undangnya mengenai hukum acara pidana, selain itu penulis 
juga melihat sejauh ini kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap 
sistem peradilan anak. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Makassar 
tepatnya di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan alasan diharapkan dapat memudahkan penulis 
untuk memperoleh data mengenai objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian Pustaka (Library Research). 
Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil 
penelitian terdahulu, artikel - artikel, serta sumber-sumber bacaan 
lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti 




b. Penelitian Lapangan (Field Research ). 
Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode Wawancara. Wawancara dilakukan 
untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada 
relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak 
didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi 
melalui wawancara langsung tanpa membacakan daftar 
pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan 
mendatangi para responden. 
 
D. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan secara kualitatif-
deskriptif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku 
nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak  
     Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
     Pidana Anak. 
 
 Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di 
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan 
pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan 
untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu 
perkara pidana di dalam sidang pengadilan. 
Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan 
yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang 
boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang 
didakwakan. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan. 
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Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan 
berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai 
kebenaran, melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. 
Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam 
Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut :  
” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwa yang bersalah melakukannya.” 
 
Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus 
didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan 
keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, 
tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin 
terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat 
bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah 
memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan 
hakim. 
Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke 
muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau 
atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses 
pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis 
mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap 
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perkara  dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah 
bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya 
Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan 
penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa 
Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam 
surat tuntutannya (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya 
dilakukan dalam nota pembelaan (pledooi), dan akan dibahas majelis 
hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya. 
Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana 
telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan 
adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar 
bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam 
Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, 
kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Artinya semua ketentuan beracara 
dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak 
yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan 
kepada anak, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak 
sebagai korban tindak pidana. Perbedaan ini didasari oleh faktor usia 
anak yang dimana usia anak yang dimaksud adalah yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun. Perbedaan anak dengan orang dewasa sudah 
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sangat jelas, mental dan psikis anak jauh lebih kurang dibandingkan 
dengan orang dewasa.  
Ketentuan lain dalam beracara yang diatur dalam UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana yaitu 
dalam proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan 
pada proses persidangan. 
Dalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada bagian kedua Pasal 26 
sampai dengan Pasal 29 dimana dijelaskan penyidikan terhadap perkara 
Anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Penyidik yang ditunjuk dalam perkara anak harus memenuhi 
beberapa persyaratan sesuai yang diatur dalam UU SPPA, yakni telah 
berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, 
dana memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis 
tentang peradilan anak. 
Yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan 
memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang 
meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, 
serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. 
Selain itu, juga memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dan 
 42 
berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi 
kehidupan anak. 
Tetapi jika belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan 
yang dimaksudkan dalam UU SPPA, tugas penyidikan dilakukan oleh 
penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa. Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan tetap dpat 
dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada 
penunjukan penyidik 
Dalam proses penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik 
diwajibkan untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing 
Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, hal ini bertujuan agar 
proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak memberikan 
dampak yang buruk pada anak. 
Selain Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik juga dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh 
agama, pemekerja social professional atau tenaga kesejahteraan social 
dan tenaga ahli lainnya jika dianggap perlu.  
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi 
korban dan anak yang menjadi saksi, penyidik wajib meminta laporan 
social dari pekerja social professional atau tenaga kesejahteraan social 
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 
Dalam proses pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh 
anak, UU SPPA selalu mengusahakan untuk diversi. Dalam proses 
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penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi 
dilakusanakan paling lama 30 (tiga puluh)  hari setelah dimulainya diversi. 
Jika pengupayaan proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, 
penyidik kemudian menyampaikan berita acara diversi beserta 
kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat 
penetapan. Tetapi proses pengupayaan diversi tidak mencapai 
kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan 
perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan 
laporan penelitian kemasyarakatan untuk dilanjutkan ke proses 
selanjutnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap 
selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya 
diversi. 
Dalam proses penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 40 dimana dijelaskan penangkapan terhadap 
anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam guna kepentingan 
penyidikan. Perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan 
oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang ditangkap 
wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang 
pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak 
dititipkan di LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social). 
Proses penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi 
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dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umur anak. 
Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS tidak dibebankan 
kepada anak melainkan dibebankan pada anggaran kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social. Dalam 
melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum 
yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam sejak dimulai penyidikan. Koordinasi dilakukan dengan 
memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera 
terpenuhi secara formal dan materiil. 
Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak 
memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak 
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang 
bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.  
Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan 
pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan 
kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan 
anak, baik fisik, mental, maupun social, anak dan kepentingan 
masyarakat. Lembaga yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan social 
anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi. 
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, 
anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga 
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melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun 
atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas 
dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan 
jasmani, rohani, dan social anak harus tetap dipenuhi termasuk kebutuhan 
intelektual anak. 
Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 
(tujuh) hari. Penahanan dilakukan atas permintaan penyidik dapat 
diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Jika 
jangka waktu penahanan telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi 
hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (lembaga 
penempatan anak sementara), jika tidak terdapat LPAS penahanan dapat 
dilakukan di LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) 
setempat. 
Penahanan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat 
melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan 
ini dilakukan atas permintaan penuntut umum dan dapat diperpanjang 
oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Jika jangka waktu 
penahanan telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan 
atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 
paling lama 15 (lima belas) hari. Jika jangka waktu telah berakhir dan 
hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
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Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam 
perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. 
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, 
hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari 
dan atas permintaan hakim banding dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jika jangka waktu 
penahanan telah berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, 
anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan 
pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan 
paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu penahanan dapat 
diperpanjang 20 (dua puluh) hari oleh ketua mahkamah agung atas 
permintaan hakim kasasi. Jika jangka waktu telah berakhir dan hakim 
kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
Jika jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, 
penahanan untuk kepentingan penuntutan, penahanan untuk kepentingan 
pemeriksaan, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding 
dan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi telah 
berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak 
demi hukum. 
Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib 
memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak 
memperoleh bantuan hukum. Ketentuan bantuan hukum mengacu pada 
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Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak 
memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila 
anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan 
secara lisan. Jika pejabat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, 
penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. 
Dalam proses penuntutan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 
42 dimana dijelaskan penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut 
umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Penetapan sebagai penuntut umum 
harus memenuhi syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut 
umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 
anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak sama 
seperti persyaratan dalam penunjukan penyidik anak. Tetapi jika belum 
terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan 
dilakukan oleh penuntut umum yang melkukan tugas penuntutan bagi 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut umum yang 
ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah anak. 
Dalam proses penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan 
diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari 
penyidik. Diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  
Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan dalam proses 
penuntutan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta 
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kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat 
penetapan, tetapi jika diversi tidak mecapai kesepakatan atau gagal 
penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan 
melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan. 
Proses pembuktian dari setiap tindak pidana umum telah diatur 
dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedikit 
berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak. Dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada 
beberapa proses pembuktian yang khusus diatur dalam Undang-Undang 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi yang tidak diatur selain yang 
terdapat dalam UU SPPA tetap mengacu pada proses pembuktian yang 
diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
Setiap Proses pembuktian tindak pidana harus  melalui proses 
pemeriksaan, dimana dalam proses pemeriksaan seorang hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 183 dan Pasal 
184. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 
keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang. 
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Alat Bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 berbunyi: 
1. Alat Bukti yang sah ialah: 
a. keterangan saksi 
b. keterangan ahli 
c. surat 
d. petunjuk 
e. keterangan terdakwa. 
 
Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung 
satu alat bukti yang sah. Sama hal nya dengan alat bukti dalam proses 
pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam UU SPPA 
tidak diatur secara khusus alat bukti dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan  oleh anak, artinya dalam proses pemeriksaan tindak pidana 
anak alat bukti tetap mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana).  
Seperti dalam contoh kasus Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.MKS. Putusan tersebut, tindak pidana dilakukan oleh anak 
berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam proses pemeriksaan, pengumpulan 
alat bukti tetap mengacu pada KUHAP. Alat bukti yang digunakan dalam 
proses pembuktian putusan tersebut adalah dari keterangan saksi-saksi, 
alat bukti surat yakni berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik Barang Bukti Narkotika, alat bukti yang lain adalah petunjuk 
berdasarkan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti 





1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Menurut UU No. 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 
 Pengertian penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat dalam Pasal 1. 
Penyelidikan yang dimuat dalam KUHAP Pasal 1 berbunyi: 
 “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 
 
Sedangkan pengertian penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 berbunyi: 
 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
 
 Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M.Yahya Harahap (2006) 
menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” 
merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi 
harus diingat, penyelidikan  bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah 
dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah 
dari fungsi penyidikan.  Penyelidikan merupakan salah satu cara atau 
metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan 
lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan 
penyerahan berkas kepada penuntut umum. 
 51 
 Sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu 
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan 
mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat 
dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan degan 
pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan 
jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga 
merupakan tindak pidana. 
 Motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung 
jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan 
hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah 
melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau 
penahanan, harus lebih daulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, 
sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. 
 Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam 
proses penyidikan, Undang-Undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak telah mengatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 UU 
SPPA.  
 Pasal 26 UU SPPA mengatur tentang aparat penyidik yang dapat 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak, dimana penyidikan 
dilakukan oleh penyidik yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana 
anak juga diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yakni telah 
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berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, 
dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis 
tentang peradilan anak. 
 Akan tetapi, didalam Pasal 26 UU SPPA juga menjelaskan bahwa 
jika belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan yang dimaksud, 
tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas 
penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.  
 Penyidikan yang dilakukan dalam tindak pidana anak, penyidik 
diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 
kemasyarakatan, ahli, pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, 
pekerja social professional atau tenaga kesejahteraan social, dan tenaga 
ahli lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan dengan 
baik dengan mengedepankan kepetingan anak. Keseluruhan proses 
pembuktian tindak pidana anak dalam UU SPPA wajib mengupayakan 
DIversi. 
 
2. Proses Penuntutan di Kejaksaan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 
 Kejaksaan merupakan salah satu unsur dari Sistem Peradilan 
Pidana. Pengertian Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan 
adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang 
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telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 
berdasarkan Undang-undang. 
 Pengertian Jaksa berdasarkan Pasal 1 butir 6 a KUHAP adalah 
pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak 
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengertian penuntut 
umum seperti diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan 
maupun KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
 Pasal 30 UU Kejaksaan dapat disimpulkan bahwa selain jaksa 
diberikan wewenang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, juga diberi 
wewenang lain. Wewenang lain yang diberikan kepada Jaksa di bidang 
kepidanaan yakni: 
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan 
pelepasan bersyarat. 
b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang-undang. 
c. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan 
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
 54 
Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat membedakan antara 
jaksa dan penuntut umum. Pengertian jaksa berhubungan dengan aspek 
jabatan, yaitu sebagai pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut 
umum berhubungan dengan aspek fungsi yaitu melaksanakan penuntutan 
dan melaksanakan penetapan maupun putusan hakim. 
Dengan demikian dalam proses pemeriksaan perkara pidana, 
fungsi dan wewenang jaksa dalam fungsinya sebagai penuntut umum 
meliputi beberapa hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KUHAP, 
yaitu: 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan 
dari penyidik. 
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan 
pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Pasal 85 KUHAP, yaitu 
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan 
penyidikan dari penyidik. 
3. Memberikan perpanjangan penahanan lanjutan dan atau 
merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan 
ke pengadilan. 
4. Membuat surat dakwaan. 
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentutan hari dan waktu perkara disidangkan disetai 
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surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada 
saksi untuk datang pada sidang yang ditentukan. 
7. Melakukan penuntutan. 
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum 
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan 
tanggung jawab sebagai penuntut umum menururt 
ketentuan Undang-undang ini. 
10. Melaksanakan penetapan hakim. 
 
Eksistensi jaksa dalam peradilan pidana dalam upaya penegakan 
hukum di Indonesia mempunyai posisi penting dan tidak bisa diabaikan. 
Hal tersebut karena secara normative lembaga ini telah diatur dalam 
Perundang-undangan yakni untuk mengemban tugas terutama dibidang 
penuntutan. 
Penuntutan dalam proses di Kejaksaan diatur dalam Undang-
undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 
bagian keempat Pasal 41 dimana menjelaskan bahwa penuntutan 
terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan penetapan 
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa 
Agung. 
Penuntut Umum yang ditetapkan harus memenuhi beberapa syarat  
yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, 
perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti 
pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal ini dimaksudkan agar 
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Penuntut Umum yang dditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah 
Anak.  Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi 
persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang 
melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa. 
Pada proses penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan 
Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari 
Penyidik. Diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  
Jika proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut 
Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi 
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, begitu pun jika 
kesepakatan Diversi tidak tercapai, Penuntut Umum wajib menyampaikan 
berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan 
melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 
Berdasarkan hasil wawancara penelitian penulis dengan Jaksa Ibu 
Helmy Tambuku di Kejaksaan Negeri Makassar, proses penuntutan yang 
dilakukan dalam perkara anak tetap memperhatikan alat bukti yang ada. 
Alat bukti yang ada tetap mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana) dan dalam proses pembuktiannya mengacu pada 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi 
proses pembuktian yang tidak diatur dalam UU SPPA mengacu kembali 
pada KUHAP. 
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Penahanan dilakukan harus memenuhi syarat yaitu, anak telah 
berusia 14 (empat belas) tahun atau  lebih dan diduga melakukan tindak 
pidana dengan ancaman kurungan 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan 
dalam KUHAP berbeda dengan penahanan dalam UU SPPA. Tindak 
pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dalam 
KUHAP tetap akan dilakukan penahanan. Berbeda dalam UU SPPA, jika 
tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun 
tidak dapat dilakukan penahanan. Sama halnya jika tindak pidana yang 
dilakukan dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum berumur 
14 (empat belas) tahun atau lebih tetap tidak dapat dilakukan penahanan 
karena dalam UU SPPA telah mengatur syarat-syarat dan harus 
memenuhi persyaratan dari proses penahanan tersebut. 
Penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) berbeda dengan penahanan dalam penyelesaian perkara anak 
yang diatur dalam UU SPPA.  
Penahanan yang diatur dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 24 
sampai dengan Pasal 28 KUHAP bahwa perintah penahanan yang 
diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, 
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, 
dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling 
lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut 
selesai, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi 
hukum.  
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Penahanan oleh penuntut umum 20 (dua puluh) hari dan dapat 
diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan oleh ketua pengadilan 
negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan 
pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 
paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila masih diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 
ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam 
puluh) hari.  
Penahanan guna kepentingan banding, Hakim Pengadilan Tinggi 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 
(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi 60 
(enam puluh) hari apabila kepentingan pemeriksaan belum selesai. 
Penahanan guna kepentingan kasasi, Hakim Mahkamah Agung 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 
(lima puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 
apabila kepentingan pemeriksaan belum selesai. 
Penahanan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Anak ( UU SPPA) diatur dalam Pasal 33 sampai dengan  
Pasal 38. 
Penahanan untuk kepentingan penyidikan dalam UU SPPA 
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari  dan dapat diperpanjang oleh Penuntut 
Umum atas permintaan penyidik paling lama 8 (delapan) hari.  
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Penahanan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat 
melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang 
oleh Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum paling 
lama 5 (lima) hari. 
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan 
dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri atas permintaan Hakim 
paling lama 15 (lima belas) hari. 
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Hakim 
Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan 
dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi atas permintaan Hakim 
Banding paling lama 15 (lima belas) hari. 
Sedangkan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat 
kasasi, Hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan paling 
lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah 
Agung atas permintaan Hakim Mahkamah Agung paling lama 20 (dua 
puluh) hari. 
 
3. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Menurut UU No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
  
 Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terhadap perkara tindak 
pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak  pada bagian keenam Pasal 52 sampai dengan 
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Pasal 62 dimana menjelaskan bahwa ketua pengadilan wajib menetapkan 
Hakim atau majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 
(tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. 
 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan wajib diupayakan Diversi oleh 
Hakim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan 
negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. 
 Jika proses Diversi mencapai kesepakatan, Hakim kemudian 
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan apabil Diversi tidak 
berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. 
 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
PIdana Anak diatur bahwa Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus 
Anak dan ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang 
oang dewasa. Waktu persidangan perkara Anak didahulukan dari waktu 
sidang orang dewasa. 
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di 
ruang sidang khusus Anak. Tetapi Hakim dapat menetapkan pemeriksaan 
perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak jika 
dianggap perlu dengan melihat sifat dan keadaan perkara apakah harus 
dilakukan secara terbuka atau tidak. Sifat perkara diperiksa secara 
terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dari keadaan 
perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (TKP). 
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Dalam Sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali 
atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan 
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak meskipun pada 
prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi 
karena terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan 
kehadiran orang tua/Wali. Jika orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak 
hadir, sidang Anak tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau 
pemberi hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila 
Hakim tidak melaksanakannya maka sidang Anak batal demi hukum. 
UU SPPA juga menjelaskan bahwa setelah Hakim membuka 
persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil 
masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemeberi bantuan hukum 
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.  
Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan 
Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran 
Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Ketentuan tanpa kehadiran anak 
dimaksudkan untuk menghindari adanya hal-hal yang mempengaruhi jiwa 
Anak Korabn dan/atau Anak Saksi. Laporan yang dimaksudkan diatur 
dalam UU SPPA Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: 
a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan 
social; 
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; 
c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana 
terhadap tubuh atau nyawa; 
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d. hal lain yang dianggap perlu; 
e. berita acara Diversi; dan 
f. kesimpulan dan reomendasi dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
  
Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau anak Saksi, Hakim 
dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang tetapi orang 
tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan tetap hadir. Jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak 
dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, 
Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar 
keterangannya diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik 
yang dilakukan oleh Pembimbinga Kemasyarakatan di daerah hukum 
setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya atau melalui pemeriksaan langsung 
jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh 
orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. 
Sidang Anak kemudian dilanjutkan setelah Anak diberitahukan 
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi pada saat Anak berada diluar sidang pengadilan. Sebelum 
menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang 
tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang 
bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban juga diberi 
kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara 
yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan 
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putusan perkara, jika dalam putusan Hakim tidak mempertimbangkan 
laporan penelitian tersebut maka putusan batal demi hukum. Batal demi 
hukum dalam ketentuan tersebut adalah tanpa dimintakan untuk 
dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, 
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media 
massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. 
Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan 
diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum dan wajib 
memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan 
diucapkan. 
Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
menganalisa putusan Nomor: 144/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS dan 
wawancara dengan Hakim Bapak Suparman Nyompa, S.H.,M.H. yang 
ditunjuk dalam perkara putusan tersebut, tentang perkara 
penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Anak 
berusia 16 (enam belas) tahun.  
Dimana berdasarkan putusan tersebut, Hakim yang bersangkutan 
telah mengikuti dan menjalankan prosedur dan proses sesuai dengan 
ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
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Anak dan melaksanakan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana) yang tidak diatur didalam UU SPPA.  
Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut tetap harus 
memperhatikan dan mengedepankan hak-hak Anak sesuai dengan yang 
diatur dalam UU SPPA.  
  
B. Kendala dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana yang  
     Dilakukan oleh Anak. 
 
 Dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian berdasarkan hasil 
wawancara dengan penyidik Bapak Brigpol. Adi Jaya di Polrestabes 
Makassar adalah pemahaman anak sulit untuk dipahami selain itu psikis 
dan mental anak berbeda dengan orang dewasa sehingga penyidik harus 
berhati-hati dengan kejiwaan dari anak.  
 Berdasarkan wawancara penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar 
yang menjadi kendala menurut Ibu Jaksa Helmy Tambuku adalah masa 
tahanan anak yang sangat singkat. Masa tahanan anak di Kejaksaan 
paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari 
jauh berbebda dengan masa tahanan orang dewasa. Jaksa harus lebih 
bekerja keras dalam proses penuntutan agar selesai sebelum masa 
tahanan selesai. 
 Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi 
kendala menurut Bapak Hakim Suparman Nyompa SH.MH ialah masa 
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tahanan yang juga sangat singkat. Masa tahanan anak di Pengadilan 
Negeri dalam proses pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari dan 
dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam pemeriksaan 
di sidang pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat 
terdakwa adalah anak yang memiliki mental dan psikis yang berbeda 
dengan orang dewasa sehingga para aparat penegak hukum wajib 
memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 
anak. 
 Pemanggilan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tindak pidana 
anak menjadi kendala bagi hakim karena saksi-saksi yang dipanggil 
terkadang tidak menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang 
ditetapkan.  
  Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA 
wajib mengupayakan DIversi meskipun persoalan sering muncul dengan 
adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari 
jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek 
diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan 
diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan 
kurangnnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat 
penegak hukum. 
 Proses Diversi bertujuan untuk tidak memidanakan anak sebagai 
pelaku tindak pidana menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan bagi 
anak sebagai korban. Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak 
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pidana dalam proses diversi jarang yang beritikad memberikan pengakuan 
dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juha membuat 
terabaikannya hak korban. 
 Persoalan rehabilitasi, anak sebagai pelaku tindak pidana belum 
dilaksanakan secara baik. Pemerintah belum siap dalam memberikan 
rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga bila selesai dilakukan 
Diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut 
melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan 
hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses 


















 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian 
tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian 
tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses 
pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses 
penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian 
perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, 
oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Pasal 184. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur 
dalam UU SPPA wajib mengupayakan DIversi meskipun persoalan sering 
muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa 
dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan 
pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga 
menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman 
aparat penegak hukum dan kurangnnya pemahaman dalam penerapan 





B. Saran.  
1. Sebaiknya berikan standar dalam penerapan prosedur SOP untuk 
pengupayaan Diversi oleh aparat penegak hukum agar supaya 
tidak terjadi kesalahan dalam penerapan Diversi seperti kurangnya 
pemahaman aparat penegak hukum yang menangani perkara anak 
sehingga di semua wilayah di Indonesia penerapan Diversi dalam 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak memiliki standar yang 
sama dan tidak berbeda-beda dengan pemahaman aparat penegak 
hukum lain yang menangani perkara anak. 
2. Sebaiknya membuat aturan tentang alat bukti dalam perkara tindak 
pidana anak agar menjadi suatu kesatuan aturan atau ketentuan 
yang utuh dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga proses pembuktian tindak 
pidana oleh anak terkhusus diatur dalam UU SPPA. 
3. Sebaiknya penunjukan aparat penegak hukum dalam proses 
pembuktian tindak pidana anak harus memenuhi semua 
persyaratan yang diatur ketentuannya dalam UU SPPA tanpa 
terkecuali agar supaya dalam proses penyelesaian tindak pidana 
anak, aparat penegak hukum yang ditunjuk menangani perkara 
anak tidak tercampur dengan perkara umum sehingga lebih 
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